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Masalah korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pada saat ini korupsi sudah menjalar hingga ke tataran desa. Salah satu contoh dalam kasus kasus korupsi yang dilakukan oleh Kades Situwangi Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat yang bernama Nunung Nurjanah yang melakukan korupsi penyalahgunaan kewenangan. Adapun permasalahan hukum yang akan penulis kaji dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, bagaimanakah penerapan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, bahan sekunder yaitu buku-buku serta bahan hukum tersier yaitu berupa putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.




	The problem of corruption is one of the criminal acts that has always been in the spotlight in Indonesia and has even been classified as an extra-ordinary crime. One of the types of corruption that has contributed greatly to the increase in corruption is the crime of abuse of authority as regulated in Article 3 of Law no. 31 of 1999 as amended and updated by Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (PTPK). At this time corruption has spread to the village level. One of the example is in the corruption case carried out by the Situwangi Village Chief, Cihampelas District West Bandung Regency named Nunung Nurjanah who committed corruption and abuse of authority. The legal issues that the author will examine in this thesis are how the criminal responsibility for the perpetrators of corruption committed by the village chief is, how is the application of criminal liability sanctions against the perpetrators of corruption committed by the village chief and what is the basis for the judge's consideration in make a decision on the perpetrators of corruption crimes committed by the village chief person.
This research uses a descriptive analytical method, which is a method that describes and analyzes problems based on secondary data that consist of primary legal materials, namely laws and regulations that are related to the problems studied, secondary materials, namely books and tertiary legal materials in the form of court decisions. The specification of the research used is normative juridical, which is a study that emphasizes legal science and conducts an inventory of positive laws related to corruption crime.
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